
  

 

 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

INSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN  WALIKOTA YOGYAKARTA 
 

NOMOR  24 TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
  
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah 

kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016,maka perlu menetapkan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 

2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 

Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang  Nomor 12 Tahun 2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang-

UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 



  

 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4698); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2015; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2014; 

17. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Istimewa YogyakartaTahun 

2012-2017; 

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 

2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015; 

 

 



  

 

 

 

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 

tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran 

DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 

37 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita 

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 

2008 Nomor 21 Seri D); 

24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 

Nomor 7); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  

 
: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH  KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015. 

BAB I  
KETENTUAN  UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat  RPJMD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, 

Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 

2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) adalah  dokumen perencanaan daerah untuk kurun 

waktu 1 (satu) tahun. 

3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD 

adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 

(satu) tahun. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 

 



  

 

 

6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 

 

Pasal 2 
 

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Yogyakarta berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2015. 

(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana 

kerja, dan pendanaan Tahun 2015 serta prakiraan maju Tahun 2016. 

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berfungsi 

sebagai: 

a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015; dan 

b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2015. 

 
 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 3 

 
(1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

BAB VI  PENUTUP 

 
(2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud padaayat (1) 

tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB III  

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 4 

 
Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang kelembagaan. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 
 
 Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  30  Mei  2014 
 

an. WALIKOTA YOGYAKARTA 
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
 

ttd 
 

IMAM PRIYONO DWI PUTRANTO 
 

ParafKoordinasi  ParafHirarki 
Jabatan Tanggal Paraf  Jabatan Tanggal Paraf 

Ka. Bag. 
Hukum 

   Sekretaris 
Daerah 

  

 AsistenPerekono
mian& 
Pembangunan 

  

 Ka.Bappeda   
 
diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 30 Mei 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 
 

ttd 
 

TITIK SULASTRI 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 24 


